SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 398 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS

Menimbang

Mengingat

UMUM/AKSES JALAN DI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

bahwa untuk memdukung kelancaran penataan tanah
untuk fasilitas umum/akses jalan Tahun Anggaran 2021,
perlu membentuk Tim Teknis Penataan Tanah Untuk
Fasilitas Umum/Akses Jalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Teknis Penataan Tanah Untuk
Fasilitas Umum/Akses Jalan di Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indinesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indinesia Nomor 5188) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://toniasui.wordpress.com/2011/10/28/mengapa-lambang-negara-kita-garuda-grafis-sangat-melekat-dalam-kehidupan-kita/&ei=iz5pVJ-PCcW8uATQr4KYDg&bvm=bv.79142246,d.c2E&psig=AFQjCNHQVM5SsP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor
5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomot 722);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Tahun 2010 — 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021
tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 202 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 7);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES JALAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Membentuk Tim Teknis Penataan Tanah untuk Fasilitas

Umum/Akses Jalan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

Tim Teknis Penataan Tanah untuk Fasilitas Umum/Akses

Jalan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:

a. menentukan arahkebijakan penataan tanah untuk fasilitas
umum/akses jalan; dan
b. membina penyelesaian penataan tanah untuk fasilitas
umum/akses jalan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penataan Tanah
untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan di Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2021 dibantu Tim Pelaksana yang dibentuk
dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 22 Oktober 2021

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN

MERINTAHAN

'yu.b.-K‘epa;la agian Hukum BUPATI BANTUL,

NIP. 196802081992031007

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

A~ WO N

. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,
. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Kundha Niti

Mandala Sarta Tata Sasana); dan

5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL



NOMOR 398 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN

TIM TEKNIS

PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS
UMUM/AKSES JALAN DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO

JABATAN DALAM
TIM

JABATAN DALAM DINAS

NAMA

2

Rl B

Pengarah

Penanggung jawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

Bupati Bantul
Wakil Bupati Bantul

1. Kepala Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Kabupaten
Bantul

2. Kepala Kantor Kantor
Pertanahan Kabupaten
Bantul

Kepala Bidang Pengendalian

dan Pengawasan Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bantul

1. Kepala Seksi Pengendalian
dan Pengawasan
Pertanahan Dinas
Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Bantul

2. Kepala Seksi Penewtapan
Hak dan Pendaftaran
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul

3. PIlt. Kepala Seksi Survei
Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten

Bantul

Ir. Robertus Maria Suparmono




Surveyor Penataan Muda
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul

Analis Survei, Pengukuran
dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten
Bantul

Penata Pertanahan Pertama
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul

Tenaga Administrasi Dinas
Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Bantul

Sri Widajati, S. SiT

Suradi, S.ST

Supriyanto, A. Ptnh

Nuraini Mayya Sari, S.H

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH




